PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Menimbang :

Mengingat

NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

9]

BUPATI KLUNGKUNG,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 14 , Pasal
16 ayat (4), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (3) Peraturan
Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2012
tentang Pajak Hiburan maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

Klungkung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2005 tentang sistem
informasi keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 49) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No
56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang
pelaporan keuangan dan kinerja instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91
Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut
Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar
Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
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10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999
tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah,
Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor S
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun
2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Klungkung Nomor 4);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran
Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung
Nomor 5);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3
Tahun 2012 Tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah
Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG PAJAK HIBURAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerahi Kabupaten

Klungkung.

3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang
selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung.
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10.

iEdE

12,

13.

14.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang

Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan.

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya
disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak,
dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selajutnya disingkat SSPD,
adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran
yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif
dan jumlah yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selajutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak
yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah
ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selajutnya
disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena
jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang
atau tidak seharusnya terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selajutnya disingkat
SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah
pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selajutnya disingkat STPD
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau
jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling
lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib
pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak

yang terutang.

201



15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun

kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku
yang tidak sama dengan tahun kalender.

16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada
suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam
bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

17. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, selanjutnya disingkat
NPWPD.

18. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan
besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan
pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetoran.

19. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat
dikenakan pajak.

20. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

BAB 11
TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPTPD,
SKPDKB DAN SKPDKBT
Bagian Kesatu
SPTPD
Pasal 2

(1) Wajib Pajak memperoleh formulir SPTPD yang diterbitkan oleh
DPPKA dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(2) Setiap akhir masa pajak, Wajib Pajak mengisi dan menandatangani
Formulir SPTPD yang memuat perincian omzet dan pajak terutang
dengan benar dalam rangkap 4 ( empat );

(3) SPTPD dan dokumen pendukung lainnya disampikan kepada
DPPKA paling lambat 7 ( tujuh ) hari setelah berakhirnya masa
pajak, dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian:

a. Lembar kesatu untuk wajib pajak;
b. Lembar kedua untuk seksi penagihan; dan

c. Lembar ketiga untuk scksi penetapan;
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(4) Seksi Pendataan pada DPPKA mencatatkan SPTPD dalam Kartu
Data dan Daftar SPTPD.

Bagian Kedua
SKPDKB
Pasal 3

(1) SKPDKB diterbitkan oleh DPPKA dalam hal :

a. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak
yang terhutang, tidak atau kurang dibayar.

b. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada DPPKA dalam jangka
waktu 7 ( tujuh ) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak
disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam
surat teguran.

c. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang
terhutang dihitung secara jabatan.

(2) Formulir SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam lampiran [l yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.

(3) Formulir SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi oleh
seksi Penetapan berdasarkan data dari seksi Pendataan dan
ditandatangani oleh Kepala Bidang Pajak Daerah atas nama Kepala
DPPKA dalam rangkap 4 (empat ).

(4) Lembar kesatu SKPDKB disampaikan kepada Wajib Pajak dan
rangkap berikutnya didokumentasikan dengan rincian ;

a. Lembar kedua untuk Seksi Penagihan sebagai arsip;

b. Lembar ketiga untuk seksi Pendataan

c. Lembar keempat untuk Seksi Penetapan.

(5) Seksi Penetapan pada DPPKA mencatatkan SKPDKB dalam Kartu
Data dan Daftar SKPDKB.

Bagian Ketiga
SKPDKBT
Pasal 4
(1) SKPDKBT diterbitkan oleh DPPKA, jika ditemukan data baru
dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan

bertambah jumlah pajak yang terhutang.
(2) Formulir SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam lampiran [l yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan ini,



(3) Formulir SKPDKBT diisi oleh seksi Penetapan berdasarkan data dari
seksi Pendataan dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pajak
Daerah atas nama Kepala DPPKA dalam rangkap 4 (empat ).

(4) Lembar kesatu SKPDKBT disampaikan kepada Wajib Pajak dan
rangkap berikutnya didokumentasikan dengan rincian ;

a. Lembar kedua untuk Seksi Penagihan sebagai arsip;
b. Lembar ketiga untuk seksi Pendataan
c. Lembar keempat untuk Seksi Penetapan.

(5) Seksi Penetapan pada DPPKA mencatatkan SKPDKBT dalam Kartu
Data dan Daftar SKPDKBT.

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN
Paragraf 1
Pembayaran
Pasal 5
(1) Wajib pajak membayar pajak berdasarkan SPTPD, SKPDKB dan
SKPDKBT ke Bendahara Penerimaan pada DPPKA dengan
menggunakan formuhr SSPD.
(2) Formulir SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkarn dari

Peraturan ini.

Paragraf 2
Penyetoran
Pasal 6

Bendahara Penerimaan pada DPPKA menyetorkan penerimaan Pajak
Daerah ke Kas Daerah dengan menggunakan SSPD yang dibuat rangkap
4 ( empat ) dengan rincian :
a. Lembar kesatu diserahkan kepada Wajib Pajak;
b. Lembar kedua untuk arsip;
c. Lembar ketiga diserahkan kepada Seksi Penetapan; dan

d. Lembar keempat diserahkan kepada Seksi Penagihan.



Paragraf 3
Tempat Pembayaran
Pasal 7

Tempat membayar pajak bagi wajib pajak pada Bendahara Penerimaan

DPPKA atau pada Bank yang ditetapkan.

Paragraf 4
Angsuran Atau Penundaan

Pasal 8

(1) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan

yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak

untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan

dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

(2) Pajak yang dapat diangsur atau ditunda adalah pajak terutang
sebagai akibat terbitnya SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan

Pembetulan.

(3) Tata cara Angsuran atau Penundaan diatur sebagai berikut :

Wajib Pajak mengajukan Surat Permohonan Angsuran atau

Penundaan kepada Bupati melalui DPPKA,;

.Seksi Penagihan pada Bidang Pajak Daerah, mencatat Surat

Permohonan Angsuran atau Penundaan kedalam buku register;

. Bidang Pajak Daerah pada DPPKA, meneliti Surat Permohonan

Angsuran atau Penundaan untuk dijadikan bahan pertimbangan

dalam menyetujui atau menolaknya,

.DPPKA mohon persetujuan Bupati terhadap hasil penelitian

permohonan anggsuran atau penundaan.

. Apabila disetujui, dibuatkan Surat Perjanjlan Angsuran atau

Penundaan;
Mencatat Surat Perjanjian Angsuran atau Penundaan kedalam

daftar Perjanjian angsuran atau Penundaan;

. Apabila ditolak, membuat Surat Penolakan Angsuran atau

Penundaan;

.Mencatat Surat Penolakan Angsuran atau Penundaan ke dalam

register dan;
Menyampaikan Surat Persetujuan/ Penolakan Angsuran atau

Penundaan.



(1)

BAB IV
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
YANG SUDAH KEDALUWARSA
Pasal 9

Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk

melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Tatacara penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sebagai berikut:

a.

Seksi Pendataan melakukan inventarisasi wajib pajak yang
belum melakukan kewajiban setelah S (lima) tahun
ditetapkannya pajak terhutang, untuk disampaikan kepada
seksi Penetapan.

Seksi Penetapan melakukan penelitian terhadap dokumen
Saat terhutangnya Pajak, Surat Teguran dan/atau Surat
Paksa, atau adanya pengakuan piutang pajak.

Apabila berdasarkan hasil penelitian diketahui masa penagihan
pajak sudah kedaluwarsa, maka DPPKA memohon persetujuan
Bupati untuk menghapuskan piutang pajak.

Apabila disetujui, maka dibuatkan Keputusan Bupati tentang

Penghapusan Piutang Pajak.

BAB V

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

(1)

(2)

Paragraf 1

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 10

Bupati dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi

administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang

terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan

Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

Tata cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a.

Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan pengurangan
atau penghapusan sanksi administratif kepada Bupati melalui
DPPKA.

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf

a, Bidang Pajak Daerah pada DPPKA mencatat Surat

206



(1)

(2)

Permohonan kedalam Buku Register dan meneliti kebenaran
Surat Permohonan dan kelengkapannya, bila perlu dilakukan
pemeriksaan, dan dibuat Laporan Hasil Pemeriksaan;

c. apabila permohonan sebagimana dimaksud pada huruf a telah
memenuhi ketentuan berdasarkan kajian dari DPPKA, maka
diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan keputusan,;

d. Apabila permohonan sebagimana dimaksud pada huruf a tidak
memenuhi ketentuan, maka dibuatkan Surat Penolakan
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif;

e. Mencatat Keputusan Bupati tentang Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administratif kedalam Buku Register; dan

f. Menyampaikan Keputusan Bupati tentang Pengurangan atau

Penghapusan Sanksi Administratif kepada Wajib Pajak.

Paragraf 2
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak
Pasal 11

Bupati dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak

SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak

benar.

Tata cara Pengurangan atau Pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, atau

STPD, SKPDN atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebagai berikut :

a. Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan pengurangan
atau pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau
SKPDLB kepada Bupati melalui DPPKA.

b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, Bidang Pajak Daerah pada DPPKA mencatat Surat
Permohonan kedalam Buku Register dan meneliti kebenaran
Surat Permohonan dan kelengkapannya, bila perlu dilakukan
pemeriksaan, dan dibuat Laporan Hasil Pemeriksaan;

c. Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a
telah memenuhi ketentuan berdasarkan kajian dari DPPKA,
maka diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan keputusan;

d. Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a
tidak memenuhi ketentuan, maka dibuatkan Surat Penolakan
Pengurangan atau Pembatalan SKPDKB, SKPDKRBT, atau STPD,
SKPDN atau SKPDLB;
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e. Mencatat Keputusan Bupati tentang Pengurangan atau
Pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau
SKPDLB kedalam Buku Register; dan

f. Menyampaikan Keputusan Bupati tentang Pengurangan atau
Pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau
SKPDLB kepada Wajib Pajak.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 28 September 2012

UPATI KLUNGKUNG,
2A 70l
v

[ WAYAN CANDRA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 28 September 2012
SEKRETARIS RAH KABUPATEN KLUNGKUNG,
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LAMPIRAN |
PERATURAN RUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 21 TAHUN 2012
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
PAJAK HIBURAN

PEMERINTAN KABUPATEN KLUNGKUNG
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN, KEUANGAN DAN ASET
JL. Untwag Serapati No. 2, TELP. NO. (0366) 21496-254%)
Semarapura

NO.SPTPrD :
MASA PAJAK
TAHUN PAJAK H

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
(SPTFPD)
PAJAK HIBURAN

Kepada
Yth, Kepula Dinas Pendapatan Pengelolaan,
Keuangan, dan Asct
Kabupaten Klungkung
di-
Klungkung

PERHATIAN

I Harap diisi dalam rangkap 4 (empat) ditulis dengan huruf CETAK

Lingkan nomor yang tersedia untuk jawahan yang benar

Setelah diisi dan ditandatangni, harap dikinm dan atau diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Ascl
Kabupaten Klungkung, Jalan Untung Surspatt No. 2 Klungkung paling lambat tanggal 15 Han benkutnya Keterlambatan penyerihan dan
tanggal tersebut diatas akan dilakukan penctapan secara jabatan dan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan dan bunga

W o

1. DATA WAL PAJAK
a.  Nama Wajib Pajak

b, Alamat Banjar/Lingkungan Desa/Kelurahan
Kecamatan Kabupaten
Jalan Telpon

¢ NPWPD it i DY L el

I, DATA OBIEK PAJAK

1. Tontonan Film 6 Swkus, Akrobat, dan Sulap

2. Pergelaran Kesenian Rakyat/Tradisional, Musik 7 Pacuan Kuda, Kendarnan Bermotor dan Permainan
Tar dan/uton Busana Ketangkasan

3 Kontes Kecantikan, Binaragn dan Sejemsnya 8 Permainan Bilyard, Golf dan Bowling

4. Pameran 9. Panti Puat, Refleks), Mandi Uap/Spa dan Pusat

Kebugaran (Fitness Centre)
5 Diskotck, Karsoke, Klab Malam dan scjenisny 10 Pertandingan Olzhraga
1. DATA KARCIS/TIKET

a  Harga kweis tanda masuk yang berlaku
- Kelas . Rp
- Kelas Rp
- Kelas Rp

b, Jumlah pertunjukan ruta-rit kalh

¢ Jumlah pengunjung rata-rita orang

d  Jumlah meja (untuk Bilyard) buzh

¢ Jumlah mesin (untuk Ketangkusan) buah

{  Jumilsh ruangan/kamar (untuk Diskotik, Karaoke, buah

IV. PERHITUNGAN PAJAK

1. Jumizh omzet penjualan dan pajak terutang untuk masa pajak sehelumnya (akumulasy dan awal masa pajak dalam tahun pajak
Bulan Januan 20 .

a. Masa Pajak

b Omzet Penjualon Rp
(Dasar Pengenaan Pajak)

¢ Tan! Pajak

d.  Jumlah pajak Terutang (b x c) Rp

s.d Bulan

2 Jumlah omzet penjualan dan pajak terutang dalam masa pajak sekamng (hulan hersangkutan),

a  Masa Pajak Bulan

b, Omzet Penjualan ’p
(Dasar Pengenaan Pajak)

¢ Tanf Pajak

d Jumlah Pajak Terutang (b x ¢} Rp

( dengan huruf
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V.

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan sepalu akibat termasuk sanksi-sanks sesum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang,

..... N /7 St ', ¢ SO
Wajib Pajak

( i)
Model FPD - 05C
———————————————————————— Gunting DIsinI s —m e e e e e e e e e e
TANDA TERIMA SPTPD Nomor
Tanggal
Nama WP Masa IPajak

Alamat

STECTT W [ [ O A I [ ) [0 [ (0 1] Y S I N

Yunp Menenma,

20

Maodel IFPD - 05C

TWAYAN CANDRA
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LAMPIRAN 11
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 21 TAHUN 2012
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
PAIAK HINUKAN

FEMERINTAI KABUPATEN KLUNGRKUNG
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN S KPDKHB
KEUANGAN DAN ASET (SURAT KETETAPAN PAJAK DAEMALL KUMANG BAYAR) NO. URUT
e St i I, TELP ot b b Fiom, 30 Masa Plilh T —
SEMARAPUNA TAHUN  scosssmasirmmeassesniss

MNana = .
Al IR i A o
P— M EEELCLITTDD L EEE

Vanggal Jastuh Tempo

I Berdasarkan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 iclah dilakukan § ksaan atau k gan lun atas pelaksanasn kewsjiban
Ayt P 1 ) 5 O
N gk oL
I Dan g ) atau b gan lain ervebut distas, penghitungan jumiah yang mash hanes dibayas adalah schagn benkut
1. Dasar Pengenaan Rp
2 Pajak yang Terutang Rp
1 Kreda Papk
a Koy 1 kelebihan dan tahus sebel Rp
b Setorn yang dilakukan Rp
¢ lam-lun Rp
i Jumiah yang dapat dikredikan (a ¢ b + c) Ikp
4 Jumlah kekurangan pembayaan Pokok Pajak (2 - 3d) Rp
& Sankw Admimstrani
a. Hunga Rp
b Kenakan Rp
¢ Jumiah sanksi administranif (2 « b) Rp
6 Jumlah yang masih harus dibayas (4 + 5¢) Kp

Dengan Hunf [

I HHATIAN

I Harap dalak vk lalui Bendahara P dengan menggunakan Surat Setorn Pajak Dacrah (SSI'D)

S Apabnbn SEPDED ini Tidak ata Kueang Dibayar setelah lewnt wiktu paling Tarm 30 (tiga puluh han) sejok SKPDEH ini diterima, pajak akan ditagib
lengean Surat Paksa berdasarkan p T Lang-undang;

an Kcpala Dinas Pendap Pengelolnan, Keusngan dan Asct
Kepala Seksi Penetapan Pajak Dacrah
Dan Pendapatan Lainya

Model FPD - 10

R ———— e ST T BT —————— ———— T —— T —— T —— -

No Ut SKPDKD
TANDA TERIMA
T 0 .0 1 1
Nama
Alamat
Yang, Menerima,
| o ez

Madel FIFD - 10

I WAYAN CANDRA
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LAMPIRAN 111
PERATURAN HUPPATI KLUNGKUNG
NOMOR 21 TAHUN 2012
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAI KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
PAJAK HIBURAN

PEMERINTAI KABUPATEN KLUNGKUNG
DINAS PENDAI'ATAN, PENGELOLAAN S K P D K B T
KEUANGAN DAN ASET (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAI KURANG BAYAR TAMBAIIAN) NO. URUT
11 | nimng Semrvgaid M 1, THLF. 0 (R 49 14050 Muasa ["j“k LI
SEMARAPURA THRUN T recireeninesespisiosss
Nama
Al

NPWPD -3 o [ ey TG I A B 13 ) L

Tanggal Jatuh Tempo |

I, Berdasarkan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah dilakukan pemenksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

Nama Pajak

1 Uhn pemenksann atau ket pan lain but diatas, penghitungan jumiah yang masih harus dibayar adalah sebaga berikut :
1 Dasar Pengenan Rp
2o Pajuk yang Terutang Rp
i koredit Pajak

A Rompensast kelebibun dar tahun sebelumnya Hp

I Setoran yang dilakukan ip

¢ Lain-lain Rp

. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (o + b+ ¢) Hp
4 Juwmlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 - 3d) Rp
S Sanks: Administratil

i Bunga Kp

b, Kenaikan Rp

¢ Jumlah sanksi administratil (a + b) Rp
. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c) Rp

Dicopan Hurf I

TPERTIATIAN

1 Harap peny dilakukan melalui Bendahara Penerimann dengan menpgunakan Sumt Setoran Pajak Daerah (8810)

2 Apabila SKPDKBT i Tidak atan Kumng Dibayar setelah lewat waktu paling Lana 10 (hga pulub ban) sepak SEPDERT i ditenma, pajak akan ditagih dengan
Surat faksa berdasarkan pensturun perundang-undangan

FAungkung, oo 0.
an Kepala Dinas Pendag I K pan dan Aset

Kepala Seksi Penetapan Pajak Dacrah
Dan Pendapatan Lainya

MNama
NIP

Muodel FPD - 11

e — = T e e e s 2 e e 5 (FUALINY [DIKIN o o e e e e e

No Urut SKPDEBT
TANDA TERIMA

NIPWPD EsEEEN BT T R i)
Mo
Al

i e et

Yang Menenma,

i ananiib R i )

Muodel FPD - 11

I WAYAN CANDRA

212



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG

PAJAK HIBURAN

PEMERINTAN KABUFATEN KLUNGKUNG
DINAS FENDAPATAN PENGELOLAAN, KEUANGAN DAN ASET
BTG KR ATATT O T TELT MO ) J14%A 13390 FAX 7100

SEMAKAFPIURA

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
(SSPD)

NO. BUKTI

Bendahara Pencrimaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung

Telah menerima uvang sebesar Rp. ol

e e T e e EU e ey v L R e

............... )
durr wajib pajuk
MNiuma
Alamat
NPWPD [ o8 Y | ) 0 O
Schagai Pembayaran @ Pajak i
unluk masa pajak ... ... Tahun Pajak 20 Berdasarkan *)
I, Surat Ketetapan
[Jskep [Jskepks [ S Keberatan
[]sK Pembetulan [JskeoknT
Nomor .. G FANERAE S L e R
2. Perhitungan Sendiri
DSP‘TPD Nomor .. Tanggal
Dengan Rincian
No Kode Rekening. Jemis Pajak Jumlah (Rp)
JUMLAH
Diterima Klungkung, ... s i

Bendahara Penerimaan

Tunggal

Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset

Kabupaten Klungkung

Nama. ... e
[ [ Lty (%, v

Pembayar / Penyetor,

l.embar (ash) untuk Wajib Pajak

lLembar untuk Benduhara Penerimaan

Lembar dilampiri SPTPD untuk Seksi Penctapan
1.embar - dilampiri SPTPD untuk Penagihan

*) Beri tanda V pada kotak

Maodel FPD - 24
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